
SALIN AN 

KOMIS! PEMIUHAN UMUM 

KOTA MALANG 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG 
NOMOR 12 TAHUN 2025 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI 
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik, Badan Publik wajib 
menyediakan, memberikan, dan/atau 
lnformasi Pu blik yang berada 

menerbitkan 
di bawah 

kewenangannya secara berkala, serta 
memutakhirkannya secara berkala melalui Daftar 
lnformasi Publik; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Um urn 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
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Kabupaten/Kota, penyusunan Daftar Informasi Publik 

wajib didukung oleh mekanisme pengujian 

akuntabel untuk menetapkan konsekuensi yang 

Mengingat 

klasifikasi informasi yang dikecualikan; 

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, 

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Malang tentang Standar Operasional Prosedur 

Penyusunan Daftar Informasi Pu blik di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kata Malang; 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4843) 

sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Eiektronik (Lembaran Negara 

Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubemur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
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Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pernilihan Gubemur, Bupati dan 
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6547); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomcr 1 Tahun 
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6863); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5149); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 ten tang Tata Kerja Komisi Pemilihan Um um, 
Komisi Pemilihan Umum Provinst, Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Kornisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi 
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Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Kornisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 377); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pernilihan 
Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Kornisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 826); 

9 Peraturan Komisi Infonnasi Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Standar Layanan lnformasi Publik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang 
Penge1o1aan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi 
Pemilihan Umum, Kornisi Pemilihan Umum Provinsi, 
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dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531); 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG 

TENTANG 

PENYUSUNAN 

STANDAR 

DAFTAR 

OPERASIONAL 

INFORMASI PUBLIK DI 

PROSEDUR 

KESATU 

KEDUA 

LINGKUNGAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG. 

Menetapkan Alur Penyusunan Daftar Informasi Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kola Malang 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Malang 

Pada tanggal 8 April 2025 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KOTA MALANG, 

ttd. 

MUHAMMAD TOYIB 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMIS! PEMILIHAN UMUM 



NomorSOP 12 Tahun 2025 
KOMISI PEMILIHAN UMUM Tgl Pembuatan 2 Januari 2025 KOTAMALANG 

TglPengesahan 8 April 2025 
SUB KOORDINATOR SOSIAUSASI, Disahkan oleh KETUA KPU KOTA MAL.ANG PENDIOIKAN PEMIUH, PARTISIPASI - 
HUBUNGAN MASYARAKA.T DAN SUMBER Nama SOP PENYUSUNAN DAFTAR JNFORMASI DAYA MANUSlA 

PUBUK (DIP) 
Dasar Hukum Kualifikasl Pelaksana Jumlah- 
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 • Memiliki kemampuan mengklasifikasi dan Minimal 2 orang 

tentang Keterbukaan Informasi Publik; kategorisasi informasi 
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 , Mampu berkoordinasi dengan 

Tahun 2021 tentang Standar L.ayanan biro/bagian/sub bagian lain berdasarkan 
Informasi Publik; tupoksi 

l Peraturan KPU Noma, 12 Tal>Jn 2023 • Mampu rnengadministrasikan 
tentang Susunan Organisasi dan Tata dokumen dengan baik 
Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU 
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 

4. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua atau 
Peraturan Komisi Pemilihan umum 
Nornor 14 tahun 2020 tentang T ugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekret:ariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang 
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 
Komisi Pemilihan Umurn, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabu 11,Kota. 

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 
SOP Pelavanan Informasi Publik Komouter, Printer, Smartohone 
Peringatan Pencatatan dan Pendataan 
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur 1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 
keciatan 2. L.aporan (Tahunan) 
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D!TETAPKAN DI 
PADA TANGGAL 

: MAI.ANG 
: 8 APRIL 2025 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA MALANG 

ttd 

Muhammad Toyib 

suai aslinya 
T KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG, 
gian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum 
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